
SALINAN

KOMISI PEMIUHAN UMUM

KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR: 9 1iPP.04.2-KpV6s0VKPU-Kab/1tV2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMIUHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR: 301PP.04.2-W6501iKPU-Kab/llV2O20 TENTANG PENETAPAN DAN

PENGANGKATAN SEKREIARIAT PANITIA PEMIUHAN KECAMATAN BUNYU

KABUPATEN BULUNGAN UNTUK PEMIUHAN GUBERNUR DAN WAKILGUBERNUR

KAUMANTAN UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2O2O

KOMISI PEMIUHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

Menimbang a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d
Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1O Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor I Tahun 2Ol5 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Fenganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan

Walikota menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Bulung_ an dalam Pemilihan

Gubemur dan Wakil Gubemur Kalimantan Utara serta

Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020,

Komisi Pemilihan umum Kabupaten Bulungan

melaksanakan pembentukan Panitia Pemilhan

Kecamatan, dalam melaksanakan tugasnya Panitia

Pemilihan Kecamatan dibantu selcetariat yang

i(oM ,s,

yang...
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dipimpin oleh seorang sekretaris dan dua orang staf

sekretariat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi

persyaratan yang diajukan kepada Bupati untuk
ditetapkan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab III huruf A

angka I point a,b,c dan d Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 169 /PP.O4.2-Kptl 03/l<PU /lll/2O2O
Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020

Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan

Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wal<il

Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil WaIi Kota,

setelah sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan

ditetapkan oleh Bupati Bulungan, Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Bulungan selanjutnya menetapkan

sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dengan

Keputusan KPU Kabupaten Bulungan disertai dengan

Penandatangan fakta Integritas;

c. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor 285|PL.O2-

SD/01/KPU/III/2O2O perihal Tindak Lanjut

Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2O2O oleh

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia

Pemungutan Suara (PPS), Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bulungan yang telah menetapkan dan

melantik Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se

Kabupaten Bulungan pada tanggal 13 Maret 2020

perlu dilakukaa penundaan masa kerja Sekretariat

Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Selor sampai

diterbitkannya Keputusan lebih lanjut;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sefagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan...



Mengingat

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bulungan tentang Perubahan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor

30lPP.O4.2-Kptl6501/KPU-Kab/Ill/ 2O2O tentang

Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia

Pemilihan Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan

untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Kalimantan Utara serta Bupati dan Wakil

Bupati Bulungan Tahun 2020;

1. Undang-Undang Nomor I Tahun 2Ol5 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2OL4 tentantg Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O15 Nomor 23, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol5 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 130, Tambahari kmbaral Negara

Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan

Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Ke{a Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil
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dan...
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Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Benta. Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemithan Umum Republik

Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan,

Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun

2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2O2O Tentxtg
Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan,

Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2O2O (Beita. negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 193);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

179 /PL.O2-Kptlot IKPU llttl2020 tentans
penundaaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2O2O dalam upaya

pencegahan penyebaran Covid- I 9;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Kalimantan Utara Nomor: 17 /PL.O2-
Kpt I 65 /Prov llII I 2O2O tentang Penundaan Tahapan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Kalimantan Utara tahun 2O2O dafam Upaya

Pencegahan Penyebaral Covid- 19;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bulungan Nomor: 60/PL.OI.2-Kptl6501/KPU-
Kab / lll / 2O2O tentang Penundaan Tahapan Pemilihan

dalam...



Memperhatikan
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Bupati dan Wakil Bupati Bulungan tahun 2O2O dalam

Upaya Pencegahan Penyebaran Covid- 19;

1. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 292 /K-
Ill/021.436132 Tahun 2O2O tentang Pengangkatan

Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan

Kecamatan Se-Kabupaten Bulungan pada Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara serta

Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020;

2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2O2O tentang Pelaksanaan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

17 9 / PL.O2 -Kpt / O I I KPV I lfi / 2O2O tentang Penundaan

Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota Tahun 2O2O Dalam Upaya Pencegahan

Penyebaran COVID-19;

3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 285 /PL.O2-
SD/01/KPU/[[I/2O2O tanggal 24 maret 2020 perihal

Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan tahun

2O2O oleh Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan

Panitia Pemungutan Suara (PPS);

4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Bulungan Nomor

248 I PL.O2-BAI650 I / KPU-Kab / tlt I 2O2O Tanssal 25

Maret 2O2O tentang Penundaan Masa Kerja Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretariat Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara serta Bupati

dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BULUNGAN NoMOR:91/PP.O4.2-Kpt/6501/KPU-

Kab/IItl2O2O TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR: 30/PP.O4.2-Kptl6501/KPU-I'^L/rrr/o^o^
NOMOR...

Menetapkan



KESATU

KEDUA

KETICA
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TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

SEKRRTARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

BUN-YTJ KABUPATEN BULUNGAN UNTUK PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN

UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN

TAHUN 2020.

Menetapkan Penundaan Masa Kerja Sekretariat Panitia

Pemilihan Kecamatan Bunyu pada Pemilihan Gubernur

dan wakil Gubernur Kalimantan Utara serta Bupati dan

Wakil Bupati Bulungan Tahun 202O.

Mengubah sebrgm Diktum KETIGA Keputusal Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor:

30/PP.Oa.2-Kptl6501/KPU-Kabllll/2O2O tentang

Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia

Pemilihan Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan

Untuk Pemilihan Gubernur dan Walil Gubernur

Kalimantan Utara Serta Bupati dan Wakil Bupati

Bulungan tahun 2O2O perubahan seba gailpsng

dimaksud yaitu segala biaya yang timbul dalam

pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan

Kecamatan Tanjung Selor dibebankan pada Anggaran

Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pada

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan tahun

2O2O dengan Kode Anggaran 3364.034.001.051.C. l.
Mengubah Diktum KEEMPAT Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor:

30/PP.O4.2-Kpt/6501/KPU-Kab/lII/2O2O tentang

Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia

Pemilihan Kecamatan Bun1,u Kabupaten Bulungan

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Kalimantan Utara Serta Bupati dan Wakil Bupati

Bulungan tahun 2O2O perubahan sebagaimalla

dimaksud yaitu Honorarium Sekretariat Panitia

Pemilihan Kecamatan tetap dibayarkan berdasarkan

output yang dihasilkan dari kegiatan pada bulan Maret

tahun...



KELIMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARI,AT KPU KABUPATEN BULUNGAN

Kasubbag Hukum,
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tahun 2O2O dan selama Penundaan Masa Keq'a

Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, honorarium

tidak dibayarkan sampai adanya Keputusan lebih lanjut.
Penundaan Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan

Kecamatan Bunyu sebagimana dimaksud dalam Diktum
KESATU sampai adanya Keputusan lebih lanjut.
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Diterapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Maret2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

LILI SURYANI

ttd

\

KEEMPAT


